
Menteri Perencanaan Pembangunan NrsionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

MENTERI PERENCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAI.

a. bahwa dalam rangka, melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan
fungsi koordinasi dan sinkronisasi serta perumusan kebijakan yang
diperlukan dalam pelaksanaan Reforma Agraria Nasion al yang
melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemenntah Daerah, dan
Organisasi non pemerintah, perlu dilakukan koordinasi dengan
instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbang an sebagaimana dtmaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Retbrma Agraria
Nasional;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
pe$yatatafi untuk duouk dan melaksanakan tugas sebagai anggota
Tim Koordinasi Strategis Refornu Agraria Nasional;

'l . Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratzn Rakyat Republik Indonesia
Nomor IX/MPR/2OOl tentang Pembarnan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam:

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratur an Dasar
Pokok-Pokok Agraria (I*mbar Negara Tahun 1960 Nomor i04,
tambahan Lembar Negara Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembar Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan lrmbaran Negara Repubiik lndonesia Nornor 4286);

5" Undang'Undang ..
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 442i);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahln 2076 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20'16 Nomor 240, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

7. Peratatan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

8. Peratrtran Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negaral

9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahm 2075 tentang Kementerian
P et encar.aan Pembangunan Nasional ;

70. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2075 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2076;

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016
tentang Otganisasi dan Tala Kerja Kementerian peroncanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan

Nasional;

12. Peraturan Menteri Percncanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Percncanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahw 2016
tentang Perenc anaan,, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan
Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

KEruTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA
AGRARIA NASIONAI.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, untuk
selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis RAN, dengan susunan
keanggotaan sebagatmana tercantum dalam Lampfuan Keputusan ini.

Tim Koordinasi Strategis RAN terdiri atas Pengarah, Penanggttng )awab,
Tim Pelaksana d an Tenaga Pendukung.

KETIGA: ...


